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Undang-Undang Nomor - 12 Tahun 2011 tentamg.f_'_ﬁ'.
Pembentukan Peraturan Perundang—unciangan (Lembaraﬁ"f" e
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ‘Nomor 82, E
Tambahan Lembaran Negara Republzk Indonesia Ncamoa': R
5234) sebagaimana telaly diubah dengan Undang—Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-. | =~
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan. =

Peraturan Perunciangmundangan g (Lembamn Negara'__'; L
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, _Tambaham S
Lembaran Negara Republik Indonesza Nomm 6398) 5

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatu:r : e
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun =
2014 Nomor 6, Tambahan" Lembaran Negala Repubhkl'-:f" i
Indonesia Nomor 5494); - :

Undang-Undang Nomor - 23 --’I‘ahu’ri 2{}14 temang e
Pemerintahan Daerah = (Lembaran Negara ‘Republik =~~~ -
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran =~
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaunanal;_-_'_. o

telah diubah beberapa kali: c“ian terakhlr dengan Undang-~ .
Undang Nomor 11/ Tahun 2020 ten‘i,ang Capta Kexj;'a:_;_;';:;;.:
(Lembaran Negara Repubhk Iﬂdonesm_ Tahun 2020 Nomior _ L
245, Tambahan Lembaran Negaza I%epubhk Indoneaa_f{f

Nomor 6573); :

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentaﬁg Pro rinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Repubilk Indonesm
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lemba1m1 Negam;’: '-
Republik Indonesia Nomc}r 67 80) - :

Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah- {Lembaran Negara Repubhk ndor
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaraﬂ Negara
Republik Indonesia. Nc)mcr 5887) sebagazmana telah
diubah dengan Peraturan Pemermtah -.meor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Pefatuzan Pemermtahfff-f
Nomor 18 Taliun. 2016 tema;ng Perangkat :
(Lembaran Negara Repubhk Indo:mesna Tahun 2{)19_ _ amor
187, Tambahan Lembara.n Negara Republﬂ{ Imiones"
Nomor 6402) ' i o

Peraturan Pemerintah Nemer 11 ’I‘ahun 901?’ tentamg__
Manajermnen Pegawaa Negerz 81p11 (Lembaratﬂ .______e'gara:{’
Republik Indonesaa Tahun 2017 Nomor 63, ’E‘ambahanﬁ
Lembaran Negara Repubhk Indenes;a Ncmo__ 60_3_’?’ )
sebagaimana telah diubah’ dengan Peraturan Pemermiéh
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturani}f_f
Pemerintah Nomor 11 T&hun 2017 tentano Mana}emen"
Pegawai Negen Smﬂ (Lemharan Newara
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68; Tambahan _._-Lembaram

Negara Repiblik Indcnema Nomﬁr 64—7 7)
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Menetapkan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015:7’-:; S

tentang  Pembentukan - Produk Huk’um - Daerahf'_j"_' S
sebagaimana telah diubah - dengan - Pera’tmaﬂ Menteri:
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pemb 'ha:n_jf:'f
Atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 ahun
2015 tentang Pembentukean Produk Hulkum ‘Daerah
(Berita Negara Republik Indonesza Tahun 2019 Ncmor_f_'
157); R . R o

10. Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 12 Tahun 201‘7
tentang Pedoman Pembentukar da;n Klaszﬁkas;i Cabaﬂg
Dinas dan Unit Pelaksana Tekms Daerah (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2()1‘7 Nomor 451) & et

11. Peraturan Menteri Peﬁdzdﬂ{an daﬁ Kebuc‘iayaan Nomor_
Tahun 2019 tentang Pedcmsm Or gamsas; dan Tata I&erjaﬁ_f-
Satuan Pendidikan Dasar dan Meneng&h (Bez“ita Negara' :
Republik Indonesia Tahun .’2019 Nomor 206)

12.

Fungsional (Bemta Negaza Repubiﬁ{ indonesm ! .
2021 Nomor 525); _ o S

13. Peraturan Menteri Pendayagunaaﬁ Aparatuz Negara da:ﬂ
Reformasi . Bmokrasz Noinor . 25 Tahun 2
Penyederhanaan Strukmr Grgamsam ___pada insiaml__
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Be: ita
Negara Repubhk Indonesza Tahun 202} Nomor 54—6)

14. Peraturan Daerah Nomor - 8- Tahun 2016 _tentang
Pembentukan dan Susunan Pefangkat Daerah.__ Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daemh PIC}VH}SI Kaiimémtan
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahaﬂ Lembaran Daeral
Provinsi Kalimantan Barat i\iomcr 6) sebagalmmla elah
diubah beberapa kali dan teraldm dengaﬂ _Peraturan
Daerah Nomor 5 ’I‘ahun 2021 ten‘tang P@mbahan' Ced
Atas Peraturan Daerah’ Nomor 8 ’I‘ahun 2616
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provms1
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lem"ba:zan Daerah
Provinsi Kahmantan Barat Nomor 5)i iR
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HARD PERANGHAT DARRAH
BURIE PEMBAKARSA

ANISTERY




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang diméhsmddengan SREE

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. e P S R
Pemerintah daerah adalah Gubernur - sebagal unsur - penyeieﬁggara S
pemerintahan daerah yang rnemzmpm pelaksaﬂqaﬂ umsan pemei 1ntahan_i__ :

yang menjadi kewenangan Provinsi Kahmantan Barat ' : '

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. . _ : TR e
Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provms:z Kahmémtaﬂ o :_'f':- g
Barat. o : T
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pezldldxkan daﬂ Kebudayaan Fmvmsz 'f ":_'::
Kalimantan Barat. . ) A
Satuan Pendldzkan adaiah kelompok Iayanaﬂ :

manajemen pengelolaan.

Satuan Pendidikan Khusus SLB Promns1 Kahmaﬂtan Barai ya:n.g.E s
selanjuinya disebut Satuan Penchdﬂxan Khusus: SLB adalah: umi:- ksana
teknis di bidang pend1d1kan khusus yang berber;tuk SLB pac“{ Dma&:
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Bar at.. ' e '

Kepala adalah Kepala Satuan Pendzdlkan Khusus SLB ch hngkungan”'
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. :

Walkil Kepala adalah Wakil Kepala Satuan. Pendldikaﬁ K_ u-su's“f SLB_
lingkungan Pemerintah Provinsi Kahmantan Bara‘t ' :

Aparatur Sipil Negara vang selangumya d:tsmgkat ASN adaiah pTDfESI bagl_--_
pegawai negeri sipil dan pegawai pemermtah dengan perjangiaﬂ kerja:‘yang
bekerja pada pemerintah Provinsi Kahmantan Earat - L LT
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang. selanjutnya dlsebut Pegawal AS"

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai- pemermi:ah dengan pezjanjiaz
kerja vang diangkat oleh pejabat pembina kepegawalaﬂ dan diserahi uga
dalam suatu jabatan pemermtahan atau diserahi tugaS negara iamnya da
digaji berdasarkan peraturan pemnc’iangmndangan ;.' '

Pegawai Negeri Sipil yang se}amutnya dzsmgkat PNS adalah war ga'negam'
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dlangkat sebagaz Pegawa; ASN{
secara. tetap oleh pejabat pembma kepegawalan uniuk mendudmﬂ ;abata:nf-'
pemerintahan. : : :

Jabatan Administrasi adalah sekelompok gabatan yang berlsl fu_ gsl ddn___
tugas berkaitan dengan peiayanan publik serta acimmzstrasz pemermtahan'?"-- :
dan pembangunan. S e
Pejabat Administrasi adalah Pegawm ASN yang mendudukz Jabatan'__-:'
Administrasi pada pemerintah Provinsi. Kahmantan Barai_ L e
Jabatan Fungsional adalah sekelompok: Jahatan yang'

tugas berkaitan dengan  pelavanan: funmm Berd

keahlian dan keterampilanstertentul | peen | ssdoa 400 0 0
FETA T PELE ‘i&g{&ym} . . . % R EE S
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang mendudukl Jabatan

Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. -

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam- Jaba‘tan Fuﬁgsmmal yaﬂg}”_'_'.. .' o |
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah’ Pengangkatan Pejabat . .

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui. Peﬁyﬁsuman / Inpassmg_;_;
pada jabatan fungsional yang setara. '

Pelaksanaan pendidikan adalah pelaksanaan umsan perencanaam,_:f

pengembangan, penjaminan mutu, Supem31 pembelajaran} R

pembimbingan, dan konsehng

Pelaksanaan administrasi adalah pelaksanaan urusan persur’aiaﬁ e
kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuemgan sarana dan pmsarana LS En
layanan kesiswaan, layanan kepustakaan Iayaﬁan keama.nan da_n:“.' e

kebersihan.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang. beranggotakan ozanw-':-_--_i '-
tua/wali peserta didik, komunitas sekoiah serta mkch masyamka‘t yang}i‘j_' S

peduli pendidikan.

Kelompok Jabatan pelaksana adalah ke:}ompok pegawal ya.rze‘ bertanggung*.-,i_ i
jawab untuk pelaksanaan admimstrasal pada Satuan Pendlcilkan sesuai_}fjj_f s

dengan bidang keahizannya

BAB I
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA
: Pasal 2 i

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendldzkan Khusus SLB
Wilayah kerja Satuan Pendidikan Khusus SLB, mehputz

Kabupaten Kubu Raya;

Kabupaten Mempawaly; -

Kota Singkawang;

a
b

C

d. Kabupaten Sambas;
e. Kabupaten Bengkayang;

f. Kabupaten Landal;

g. Kabupaten Sanggau;

h. Kabupaten Sekadau;

i. Kabupaten Sintang;

j.  Kabupaten Kapuas Hulué

k. Kabupaten Ketapang; dan

1.  Kabupaten Kayong Utara.

Satuan Pendidikan Khusus SLB sebagalmema dlmaksud pada ayat { I)

tercanium dalam Lamplran I yang mempal{an bag;an ndak terpzsahkan
dari Peraturan Gubernur ini S ke

RARS PRRLNGEAT DABRAT ARIETEN T SRR
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Satuan Pendidikan Khusus SLB dzpimpm oleh seerang Kepa,la yang
berkedudukan dan bertangggung}awab kepada Kepa}a Dmas - S

Satuan Pendidikan Khusus SLB mempunyal tugas mengelola pendzdlka dasar: "
dan/atau pendidikan menengah : :

untuk melaksanakan tugas sebagalmana dzmaksud dalam Pasai A
Pendidikan Khusus SLB mempunyai fungsi : S

a.
b.

 BABII
“KEDUDUKAN
Pasal 3

. BABIV Clih
TUGAS DAN TUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu L
Tugas dan Fungm SRR :
Pasa} 4

Pasal 5 SN

Satu an

penyusunan rencana kerja dl hngkungan Sa‘tuan Pendldikaﬂ Khusu 3 SLB

pelaksanaan administrasi, umum dan aparatur sea ta keu&mg&m ..dl
lingkungan Satuan Pend1d1kan I{husus SLB; - :

pelaksanaan pendidikan; keglatan beiajar menga;ar : i]
pembelajaran, pengawasan proses pengajaraﬂ pembma&m kep_ 1bad1'_
siswa dalam rangka l&ehzdupm sekolah kegza‘tan kumkuier bez“dasarkan
kurikulum yang berlaku; S :

Sekolah, dan masyarakat;

pemberian saran dan pertzmbemgan berkenaan dengan tugas‘dan fungsn d1
bidang pendidikan khusus SLB dan i -

pelaksanaan fungsi lain di bldaﬂg pendldlkan khusus SLB vemg ciise:_ahkaﬂ
oleh Kepala Dinas. e 6

Bagian Kedu_a' L |
Susunan Gfganisasj_:_ e
P&sal 6
Susunan organisasi Satuan Pemhdzkan Khusug SLES paimg__'-
terdiri dari : .
a. Kepala;

b. Wakil Kepala; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsmnal

Susunan organisasi Satuan Pendlchkan ' Khusus S_LB gebagazma
dimaksud pada ayat (1) tercantum d'?dam Lampzram 1 ang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Pmah:rm (‘}n‘hpm UL ing. :

‘_‘\ {’VJ.EIU‘L} 1
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Bagian Ketiga -
Kepala

P&sal 7

Kepala sebagaimana cilmaksud dalam Pasal 6 ayaf: (1) humf a adalah unsuz 5
pimpinan  yang melaksanakan  tugas manag emai pen gembz«mg :
kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependldzkan
berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan ketentuaﬁ peiaturan pemndang-"’_';_._ S
undangan. e

Pasaii 8

Untuk melaksanakan tugas sebaga:amana d1maksud dala:m Pasal ’7 Kepalai_;f-'""

mempunyai fungsi : : - S R :

a. penyusunan dan penyelarasan program kel ja Serta pelaksanaan mon:{t":rmg s
dan evaluasi di lingkungan Satuan Pendidikan khusus SLB; :

b. pelaksanaan persuratan, kearszpan kepegawalan, pendataan [jkeua:aga
sarana dan prasarana, layanan _kemswaaﬂ Iayaﬁan kepusi:akaa
layananan keamanan, kebersihan, serta: orgamsas1 dan 'ataiaksaﬂa
di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus SLB; g :

c. pengoordinasian penyelenggaraan keglatan d1 bldang pendldlkan khusus
SLB; e

d. pelaksanaan pendidikan, hubungan k@rja sama. dengaﬂ ozang tua'pesei_ta" .
didik, komite sekolah, dan masyarakat Sesua1 Iqetentuan peraturaﬁ"' :
perundang-undangan; L

e. pelaksanaan monitoring d&n evamaszt dl 11n€fkungan Sa‘tuaz:l Pendléikan
Khusus SLB; : SRR

f. pengawasan pelaksanaan keglatan di hngkungan Satuan Pelldadztkall:;i:_._ o
Khusus SLB; e

g. pengendalian kegiatan teknis di hngkungan Satuan Peﬁdxc‘hkan I*i&’h?_ su P
SLB; : .

h. pelaporan kegiatan di hngl«:ungan Satuan Pendidlkan Khusus; SLB __ an o

i. pelaksanaan fungsi lain di bzdang . petldlciakaﬁ khﬁsus SLB. sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan. SRR :

Bagian Keempat
- Wakil Kepala -
Pasal 9

(1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 aya‘t ( ) huruf b adalah:" i
unsur pembantu Kepala dalam penyei&ngz,araan pendadlkaﬁ c‘h hngkungan
Satuan Pendidikan Khusus SLB : P

(2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) palmg banyak 3
orang.

i)

(3) Wakil Kepala sebagaimana dzmaksud pada ayat (2) melaksanal{_ __u@as
di bidang akademik, kes:tswaan hubungan masyarakat sarana" : danr__ :
prasarana, serta admmistram ' e S

(4) Wakil Kepala diangkat dan bertanggung}awab kepada Kepaia sesu”_' éen

gan'
ketentuan pera turan pe undanguunﬁ ngan ' '

AT
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Baglan Kelima

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungszomal
Pasal 10

{1} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dzmaksud dalam Pasal 6 _
ayat (1) huruf ¢, terdiri dari sejunﬂah Pegawai Negerx Slpll dalam Jenjemg S _'
jabatan fungsional antara lain : ' : '

a. Guruy;

Pustakawan;

b
c. Terapis; dan
d

tertentu, : R L

(2} Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegaﬂg Jabat‘m fungszonai’-'g

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan k@‘i:entuan_;ff{ SR
peraturan perundang-undangan. : = R

Pasal 11

Pejabat fungsional pada Satuan Pendidlkan Khus;us SLB sebagagmana-'_{fﬁ
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1}, mempunyai tugas melaksan&kan kegi_ ttan - e
proses belajar mengajar, pelayanan perpugtakaan terapl serta iugas }anmya-_i"_-{_;
berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketenman peratman'f- e
perundang-undangan. : '

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana chmaksud dalam Pasai 6 aya‘t“ e
(1) huruf ¢, yang diangkat berdasarkan peuyetaraan jabatem meiaksanakang_g :
tugas dan fungsi Jabatan Admmlstram berkajtan d&ﬂg&ﬂ peiayanaﬂ tekmsyi .;EE_
fungsional. = o g o

(2} Pengangkatan dan pelantlkan melalui- peﬂyetaraan Jabatan dﬂakuk_:
sesuai dengan rekomendasi penetapan persemjuan dam le;emen’ceuan.,
terkait sesuai ketentuan peraturan’ pemndangundzmgan :

(3} Kelompok dJabatan Fungsional sebagazmana ci1mai{sud pacia ayat (1".'
berkedudukan di bawah dan bertanggung gawab secara 1angsuﬁa kepad' :
Pejabat Administrator melatui Kepala Satuan Pendﬁﬁ{aﬁ Khusus SLB s

ke dalam Jabatan Fungsmnal dapat. dztetapkan Keordmator d&n/ atau Su'
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional : urz‘i:uk tugas -_-_.;atém fungm-
tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksanaf' e
senior yang ditunjuk, sampai d1tetapkannya peraturan"--i_p : _:unda g
undangan yang mengatur tentang Koordmator dan / atau Sub Koordma‘tﬁz
Jabatan Fungsional. : - R St o

Penetapan, rincian tugas dan fung31 1<001dmas1 tugas tam‘baham serta_ﬁ:_'

lanjut dengan Keputusan Kema]a Dnmq ﬂ‘:fnqum %&tentuaﬁ pemmlan

perundang_u daissan. PRRANGIAT DAGRAR 1, asiorEnt | Lﬁz‘.{mﬁ T ;
Hi PREMRAKAREA ]
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(1)

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional yang dzangkat melalulf.'f

penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertangguna Ja.wab' R
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan nggl Pratama, Pejabat o
Administrator, atau Pejabat. Pengawas yang memiliki’ keterkaltan dengan; SR
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan Jenjaﬂgnya sesuai S

ketentuan peraturan perundang-undangan. _ _ S
Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagaimana. d1maksud pada ayai" (1)}__'

memiliki tugas memberikan pelayanan fungsmna} yang, herdasalkan_}_:_ :'j o
keahlian dan keterampilan sesuai ke‘centuan pelaturan perundangu g S

undangan,

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional dltetapkfm Ses‘ual ketentuan’

peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belim. diangka‘t daﬁ dﬂan‘é:ﬂ{{_._'-
kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme . penyetaman Jjabatan. o0
diberikan penghasilan yang sama .dengan . *;abatzm yang - ‘diduduki - o
sebelumnya sampai dengan dztetapkannya ketentuan ‘peraturan . o
perundang-undangan mengenai ketenwa:ﬂ pen&hasﬂan Penye‘i,az aari“-: S )

Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan dzduduk:z dzseta:t‘akaﬂ_;f A
dengan kelas Jabatan Administrasi yang dldudukl sebeiumnya sampaz:‘ :_'

dengan ditetapkannya ketentuan penghasﬂan ?enyetatt aan. J abatan

Dalam hal Jabatan Bungsmnal vang akan diduduki sebagmmana dlmaksudl-f_ ST
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, _keias Jabatan: .
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundangg;: S
undangan yang mengatur mengenai kelas J abatan Fungsmnai tersebut e

_ BABYV
KEPEGAWAIAN
Pasal i5

Kepala, Jabatan Administrasi, serta Jabatan Fungszonal dlangkat daﬂf: : S
diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN. yang memermhzj;_--"_ﬂ_ :

persyaratan sesuai dengan ketentuan pera'é:uran pemndmgnundangaﬁ

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan’ Satuan Pendldzkm Khusus* e
SLB memperhatikan syarat dan kompeterzsz Jabatan sesuai ketemuan'_: e

peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembinaan dan pengemba:agan kanr masa Jabatan bag1  j ":_ j}:.}
Pegawai ASN dalam suatu jabatan dzsesuaakan dengan keten‘tuan:ﬂf}:':_ e

peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan Satufm Pendldikaﬂ Khusus SLB i" ;::._

disusun sesuai ketentuan peraturan peruflda_ng undangan

greic L
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Pagal 16

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jaba‘taﬁ mela’ks;anakan-} s
mekanisme koordinasi dan pengelolaan keglatan Sesual dengan bldaﬁg;__.
tugasnya, sampai dengan peraturan yang meilgauu : mengeﬁaif:'f:-""

penyederhanaan birokrasi berlaku.

(2] Pelaksanaan mekanisme 1{00rd111a31 daﬁ pengeiolaan Legzatan sebagmmana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pehmpahan sebaglan kewenanﬂan_”_f:' s
yang diberikan oleh pejabat pimpinan  tinggi pra‘i:ama sesua:l dengan._

ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebaga]mana--_.f;
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredrt 25% (dua puluh 11ma'_f._. S

persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk 1<:enfukan pm’lgkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pekok dalarn penetapém Ang}s:'_

: Ki f*:dl‘i: ;

tingkat

yang diperhitungkan sebagai unsur utama mehputl mgas pokolf: dan .}'{':

pengembangan profesi.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN
 Bagian Kesatu -
Tata Kerja' S
Pasal 17

(1} Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala; F‘e_}aba‘t Admimstram dan Pejabat.:i”:

Fungsional agar menerapkan’ prinsip. koor dmaa, mtegrabi dan sn’zkromsasz :
baik di lingkungan Satuan Pend1dzi«;an Khusus SLB maupun &m‘tar
Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana ‘I‘ekms lam aesueu dengan tuﬂas darr.f:_:i_:
fungsinya. ' ' :

(2) Kepala, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungszona} ch hng}{ungan Satuani_f_l_.
Pendidikan Khusus SLB untuk melaksanakan tugas mem&mpm '-f:’dani-'_

memberikan petunjuk kerja kepada bawahanmfa

(3} Kepala, Pejabat Administrasi dan Pe}abat Fungszona} ch Img’kungan Sa‘i.uar’f o

Pendidikan Khusus SLB agar melaksaﬂakml fungm pemgawas&n cialam umtf.-
kerja masing-masing dan meﬂgambﬂ 1ang1{ah Iangkah yang d1per1ukam'jf:_
untuk penyelesaian masalah sesuai dengan - k@‘t@ntuan peraturan} 20
perundang-undangan. ' ' ' i

HARG FERAHGRAT DARRAN
HURUN FEMRAEARSA

2
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ABISTRR Y
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Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal i8

(1) Kepala menyampaikan Iaporan pelaksaﬂaan “tugasnya seca:[a pem@dlk_j“'
maupun sewaktu-waktu dan tepat Waktu kepada Kepa}a Dmas maupun._f{ S
kepada perangkat daerah terkait. _ _ o

(2) Kepala menyampaikan Laporaﬁ Kinerja kepada’ Kepaia Dmas secara 'i:epai:
waktu yang disusun sesuai ketentuan pera‘turan perunéang—andanganr Ll
dengan tembusan kepada perangkat éaerah terkait. : SR

(3) Setiap pegawai di lingkungan Satuan: Pencildzkai’i i{husus SLB W&jlb' EEES
mematuhi kebijakan yang telah d1tetapkfan dan menyampmkan lapazan‘_”_ e
pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada =~
atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peratuian perundang-,_-’-
undangan. R _ SOE

(4) Setiap Pejabat mengolah - 33.1301”&1’1 yang ciliiemma darz bawahan dan.._-,.fz
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan’ bahan pertlmbangaﬂ ciaiam-.:__".;__"z-_'_
memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. - . : e

- BABVID
 PEMBIAYAAN .
Pasal 19

(1) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan 'Lugas Z_des ”ﬁtrallsagl.:::_. o
dibebankan pada Anggaran Pendapatzm dan’ Beiaﬂja Daerah ' fil:

{(2) Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan mgas pemban‘tuan dan'_ E
tugas lainnya bersumber pada Anggaran Pendapam dan Belan_;a Negara BEE e

BABVII
KETENTUAN LAIN-LAIN - -
- Pasal 20 |

Kepala wajib memberikan dukungan dan kerga sama yaﬁg bajk dalam kegiatan;
pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan kelembagaan dan -
analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birckrasi dan akuntabilitas
kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yzmg bel mnggung .3awab drf_--_-
bidang organisasi. : _ R

.~ BABIX
KETENTUAN PERALIHAN -
~ Pasal21 |
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Pegawal ASN yang;:f:-_i_' _.
melaksanakan tugas pada Satuan Pendidzkan Khusus SLB, tetap

melaksanakan tugasnya sepan;ang belum ada penugasaﬁ Yang bam_ : am'f_'_'_
Pejabat Pembina Kepegawaian, _ - L ey

BARDG FREANGRAT ED&IQ:E‘UZ%{ AEEETEE 1 T Lt
HURUM PEMRERARSA - -
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

dan dinyatakan tidak berlakir, - - .

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulal beﬂaku pacia tanggai dmndaﬁvkan

Gubernur ini dengan = penempatannya da}am
Kalimantan Barat, . e

Diundangkan di Pontlanak
£y P
pada tanggal 2.5 Al ﬁ i

SEKRETARIS DAERAH
PROWVINSI KALIMANTAN BARAT

BERITA DAERAH PROVINST KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR




LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2022 : ' P
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN OI\GANISASE TUGAS DAN FUNGSI ‘SERTA TATA I{ERJA- e
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT ' s

SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR_BIASA (SLB) S e
PROVINSI KALIMANTAN BARAT R

NO | WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS = -
1 3 _ 3 '
1. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Rasau Jaya
Kubu Raya :

2. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Mempawah -
Mempawah : : '

3. | Kota SBekolah Luar Biasa Negeri SBingkawang
Singkawang ' '

4, | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Sambas
Sambas '

5. | Kabupaten 1. Sekolah Luay Bxasa Negeri Adil Ka T.aima :
Benglkayang 2. Sekolah Luar Biasa Negem I\Z‘usak Jagm Babang

6. | Kabupaten Sekolah Luar Bié.sa Negeri Ngabang
Landak '

7. | Kabupaten 1. Sekolah Luar Biasa Negeri 28 Pusat Damai =~ - 70
Sanggau 2. Sekolah Luar Biasa Negeri 65 Sa_nggau . ' -

8. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Sekadau
Sekadau

9. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri 25 Sintang - .
Sintang . o

10. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri 25 Kedamin Hilir .
Kapuas Hulu . ' '

11. | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Ketapang -
Ketapang :

12, | Kabupaten Sekolah Luar Biasa Negeri Sukadana
Kayong Utara ' '

b GUBRNUR KALIVANTAN PARAT,

sUTARMIDIT




LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2022 -

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA
WAKIL KEPALA

H
¥

B o at W e e s W e e S e T -5

3

i

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN

PUNGSIONAL GURU

f GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

[ SUTARMIDJT




